Penataan Makaniame Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Wahyu Gia ULIANTORO)

PENATAAN MEKANISME PENYELENGGARAAN TUGAS
PEMBANTUAN

Oleh : Wahyu Gia ULIANTORO, MT.MRP.*

Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenal
adanya asas tugas pembantuan, selain asas
desentralisasi dan dekonsentrasi. Asas im
dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi
dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah-
an, pengelolaan pembangunan dan pelayanan
umum. Togas pembantuan dimaksud adalah
penugasan pemerintah kepada daerah dan
desa ataupun dari daerah kepada desa dalam
menyelenggarakan tugas (ertentu  yang
diseriai dengan pembiayaan, sarana dan
prasarana, serta sumberdaya manusia

Melihat alasan tugas pembantuan adalah
untuk meningkatkan efektifitas dan efisienst
maka secara administratif hal ini  harus
dikelola secara tertib agar sasaran dapat
tercapal. Koordinasi dapat menjadi kata kuno
dalam mencapai suksss penyelengaraan tugas
pembantuan ini. Banyak pihak dalam tataran
pemerintahan yang harus saling bekerjasama
dalam memumuskan perencanaan, pelaksanaan
hingga evaluasi pekerjaan tugas pembantuan
ini

Adalah bijaksana bila rumusan pengelolaan
8535 lugas pembantuan inl juga melibatkan
pihak - pithak yang berkepentingan secara
dalam hal mi mengambil inisiauf untuk

merumuskan  pengelolaan  penyelenggaraan
tugas  pembantuan, baik itv  yang
diselenggarakan oleh pemeriniah  kepada
dasrah dan desa maupun yang diselenggarakan
cleh daerah kepada desa

Struktur Pemerintahan

Wilayah  Admimistrasi  pemerntahan  di
Indonesia, sebagmimana diamanatkan dalam
pasal |8 ULD 1945 beserta penjelasannya
menegaskan pembawian daerah Indonesia atas
daerah besar dan kecil. dengan bentuk dan
susunan pemerintahannya ditetapkan dengan
undang-undang, Pasal 2 ULl No.22/1999
menyebutkan bahwa wilayah NERI dibag
dalam daerah propinsi, dasrah kabupaten, dan
dnarah kota yang bersifat otonom. Selanjutnya
daerah propinsi berkedudukan sebagai wilayah
administrasi.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, NKRI
menganut  asas  desentralisasi dengan
memberikan kesempaton  dan  keleluasaan
kepada daerah untuk menyelenggarakan
otonomi daerah. Oleh karena NKRI sebagai
suatu dembeideviandd, maka Indonesia tdak
akan mempunyai daerah dalam wilayahnya
sebagai ‘waal” juga. Otonomi (sireek en locale
rechigemeenychappen) yang diselenggarakan
daerah bersift administratif belaka Propinsi
yang dalam UL No. 22/1999 dissbutkan
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daerah kota, Oleh karenanya daerah otonom

propinsi dan daerah otonom kabupaten

maupun  dasrah  ofonom  kota  tidak
mempunyai hnbungan hirarkd.

Kedudukan propinsi sebagai daerah otlonom

dan sekaligus sebagal wilayah administrasi

mempunyai latar belakang, |

I. untuk memelihara hubungan yang serasi
antara pusal dan dserah dalam kerangka
negara kesatuan Republik Indonesia,

2. untuk menyelenggarakan otonomi dasrah
yang bersifat lintas daerah kabupaten dan
dasrah  kota  serta  melaksanakan
kewenangan olonomi dasrah yang belum
dapat dilaksanakan oleh daerah kabupaten
dan daerah kota; dan

3. untuk melaksanakan tugas-tugas pemerin-
tahan tertentu yang dilimpahkan dalam
rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi

Berbeda dengan prinsip penyelenggaraan
otonomi berdasarkan UU Neo. 5/1974, maka

dalam UU No 22/1999 ini mengandung
makna  pemberian  kewenangan  yang
didasarkan ams asas desentralisast dalam
wujud otonomi vang luas, nyata, dan
bertanggungiawab.  Otonomi  vang  luss
mencakup  seluruh  kewenangan  untuk
menyelenggarakan  pemenintahan,  kecuoali
bidang politile luar negen, pertahanan dan
keamanan, peradilan, moneter dan fiskal,
agama, serta kewenangan bidang lain yang
akan  ditstapkan  dengan Peraturan
Pemerintah., Otonomi nvata adalah
keleluasaan dasrah untuk menyelengearalkan
kewenangan pemerintahan di bidang tertentu
yang secara nyata ada dan diperlukan tumbuah,
hidup dan berksmbang di dasrah Otonomi

yang bertanggungjawab berupa perwujudan
dan pertanggung-jawaban sebagai
konsekuensi  pemberian  hak  dan
kewenangan kepada daerah dalam wujud
tugas dan kewajiban yang harus dipikul
daerah dalam mencapal tujuan pemberian
otonomi, berupa peningkatan pelavanan dan
kesejahteraan masyarakal yang semakin
baik, pengembangan kehidu-pan demokrasi,
keadilan, dan pemerataan, serna
pemeliharaan hobungan yang serasi antara
pusat dan daerah serta antar daarah dalam
menjaga keutuhan NKRI,

Otonormi yang, diberikan kepada propinsi
relatif terbatas, meliputi kewenangan linias
kabupaten dan kota, dan kewenangan yang
tidak atau belum dilaksanakan olzh daerah
kabupaten dan daemh kota, sera
kewenangan dibidang tertentu lamnya.

Prinsip  penyelenggaraan  pemerintahan
daerah adalah (1) menggunakan asas
desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas
tugas Pembantuan, (2) penyelengparaan
asae desentralisasy cecara umh dan bulat
dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan
dasrah kota; (3} penyelenggaraan asas
dekonsentrasi hanya dilimpahkan kepada
Gubernur sebapai wakil pemnerintah pusat,
(4) asas tugas pembanuan  dapat
dilaksanakan di daerah propinsi, daerah
kabupaten, daemmh kota, dan desa,

Susunan pemcrintahan deerah terdin alas
Pemerintah Dazrah dan DPRD. Dua institusi
ini terpisah dalam penyelengzaraan
pemerinlabhan  di  daersh, selain  untuk
memherrhy?.kan perwakilan rakyat juga
akan meningkatkan peranggungjawaban
pemerintah daersh kepada rmkyatnya
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Tuntutan Tugas Pembantuan

Dalam UL no. 22/1999 diurankan pasal 13 (a)
Pemerintah dapat menugaskan kepada daerah
ugas-ugas  tertenty  dalam  rangka tugas
pembaniuan disertal peminayaan, sarana dan
prasarina, serta sumberdaya manusia dengan
kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan
mempertanggungjawabkannya kepada
pemerintah, (b) setiap penugasan ditetapkan
dengan peraturan perundang-undangan

Pemyitaan pemenntah “dapai menugaskan’
mangandung arti bahwa kewenangan tersebut
ada dipihak pemerintah, sementara daerah
hanya menjalankan kewajiban dari hak yang
dimiliki pemerintah tersebut.  Ditepaskan
dalam pasal 7 UU No. 22/1999 bahwa (a)
kewenangan daerah mencakup kewenangan
dalam seluroh bidang pemerintahan. Aecuali
kewenangan dalam bidang politik luar neger,
pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter
dan fiskal, agama, serta kewenangan lainnya.
Pengecualian ini tentunya dalam rangka
menjagas utuhnya NKRI, karena keenam
kewenangan lersebut bila diserahkan kepada
daerah a]tm menimbulkan negara  dalam
negara Kmnan,g;m moneter dan  fiskal
dalam pasal tarsebut dimaksudkan sebagai
kebijakan ekonomi makro, (b) kewenangan
bidang lain, sebagaimana dimaksud pada butir
a. meliputt kebijakan tentang perencanaan
nastonnl dan pengendalian  pembangunan
keuangan, sistem administrasi negara dan
lembagga perckonomian negam, pembinaan
dan pemberdayaan sumberdaya manusia,
pendayagunaan sumberdaya alam  serta
teknologi tinggi yang strategis, konservasi,
dan standarisasi nasional.

Dalam  menyelenggarakan  kewenangan
pemerintah  yang diserabkan dan / ataw
dilimpahkan kepada dasrah / Gubamur, dasrah
{ Gubernur mempunyai kewenangan untuk
mengelolanya  dari  mulai  pembiayaan,
perijinan, perencanaan, pelaksanaan, dan
evaluasi sesumi dengan standar, norma, dan
kebyjakan  pemerintah.  Propinsi  juga
menyelenggarakan  kewenangan  adang
pemerintshan yang bersifat lintas kabupaten
dan kota seperti  kewenangan ditndang
pekerjaan  umum, perhubungan, kehutanan,
dan perkebunan Sementara itu yang dimaksud
dengin  kewenangan bidang pemerintahan
tertentu fainnya adalah |

(1) perencanaan dan pengendalian
pembangunan regional secara makro;

(2) pelaihan bidang terentu, alokasi
sumberdaya manusia profesional, dan
p:nﬂittian vang mencakup wilavah
propinsi,

(3) pengelolaan wilayah pelabuhan regional,
pengendalian lingkungan hidup, promosi
dagang dan budaya / pariwisata;

(4) penanganan penyakil menular dan hama
tanaman;, dan

(3) perencanaan tataruang propinsi

Bag dacrah kabupalen dan dasrah kota yang
belum mampu menyelenggarmkan lewe-
nangannya, dasrah propinsi akan mengambil
alih kewenangan ini setelah ada permyataan
dari daerah kabupaten dan dasrah  kota
Kewenangan propinsi sebagai  wilayah
administrasi mencakup kewenangan dalam
bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada
Gubarnur selakn wakil pemerintah.

Melihat  rata-rata  kemampuan  daerah
kabupaten dan daerah kota dalam menyeleng-
garakan fungsi pemerintah, maka banyak
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kendala vang dihadapi untuk meningkatkan
knalitas pelayanan kepada masyamakat
Perubahan sistem pengelolaan pemerintahan
im seharnsnya tidak menurunkan kualitas
pelayanan, justru harus meningkatkan muotu
melalui efisiensi dan efektifitas program.
Namun demikian, pengalaman sejarah
menyatakan bahwa untuk mgas-tugas terteniu
ternyata lebnh efektif bila tetap dilaksanakan
oleh pemerintah karena ditinjau dari sisi
angparan, samnd-prasarana; dan sumberdaya
manusia semuanya ada di pithak pemerintah,
kabupaten/kota, dapat menyelenggarakan -
gas pembantuan hingga ke desa. Lebih lanjut
akan diuraikan mekanisme tugas pambantuan
dalam pembabalkan berikutnyanya

Pemenntah desa dapat mengajukan usulan
penugasan pembantuan kepada pemenniahan
yang lebih tingg, yekni pemerintah daerah
kabupaten. Demikian pula pemerintah daerah
kabupaten dan daserah kota dapat
mengusulkan tugas pembantuan  kepada
Propinsi maupun Pemerintah. Tuntutan ini
wajar diajukan bila pemenintah desa/dasrah
kabupaten/dasrah  kota maupun daerah
propinsi menilai kekuatan intemalnya tdak
mencukupi terselenggaranya keegiatan
dimakspd Inilah alasan dasar mengapa

daerah dan desa sangat mengharapkan adanya
tugas pembantnan,

Mekanisme Tugas Pembantuan

Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan
Undang-undang Nomor 22 Taghun 1999
tentang Pemerintahan Daerah yang dimngm
dengan Undang-undang Nomor 25 Thn, 1999

tentang Penmbangan Keuangan antar
Pemeriniah Pusat dan Daerah, temyata
masih perlu banyak pengaturan yang rinci
agar  penyelenggaraan pemerintahan,
pembang-unan dan pelayanan umu dapat
berjalan secara efektif dan efisien. Kalaupun
UU No. 22/194%9 telah diikuti dengan PP
2572000, namun masih banyak hal-hal vang
perfu diatur khususnya yang berkenaan
dengan asas desentralisasi, asas
dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan
Asas tugas pembantuan ity sendirl secara
etimologis dapat diartikan bahwa daerah
ataupun  desa dinilal  belum mampu
yang manjadi kewenangan dan
tanggungjawabnya, sehingga pemerintah
perlu menyeleng-parakan secara langsung
dengan biaya, sarana-prasarana dan tenaga
dari pemerintah. Kenyataan ini tdak
mendukung eksisiens: daerah maupun desa,
sehingga disatu sisi dapal merugikan daerah
maupun desa karena tidak dipacu untuk
mengembangkan- 'dirli  dan  menyeleng-
garakan fungsinya sebagaimana diharaphkan.

Pemenntah dapat memberikan tugas
pembantuan kepada daerah dan desa (ps2
PP52/2001). Hal ini menunjukkan bahwa
inisiatif pamberian tugas pembantuan adalah
alas usulan daerah atau desa, sesuai dengan
kebutuhan daersh atau desa Ditingkat
Propinsi usulan im dapat dilakukan oleh

perangkat pemerintah propinsi, berupa
dinas-dinas yang, secara prakis
menyelenggarakan fungsi tekmis,  Secara
sikematis dapat  diillustrasikan, proses
pemberan  tugas pembantuan  sebagai
berilut -
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Gambar-1 : Mekanisme pemberian tugas pembantuan berdasarkan hirarki pamerintahan
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Melihat mekanisme pengusulan  tugas
pembantuan seperti diatas, maka untuk
lingkuip propinsi idealnya dilakukan oleh unit-
unit teknis melalui sekretaris daerah c.g. Biro
Dekonsentrasi  dan  Tugas Pembantuan,
Dalam hal ini Biro Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan berkoordinasi dengan perangkat
daerah dan dinas finstansi terkait untuk
menyiapkan bahan kebijakan daerah

Dalam penvelengearaan kewenangan tugas
pembantuan, Gubernur dapat melimpahkan
kepada Dinas Teknis atau langsung ke Desa.
Dalam hal belum ada dan atm tidak ada dinas
tekenie  wang  tepat, Gubemur dapat
menugaskan kepada Perangkat Daerah yang
dinilai efekiif Penugasan 1m hams dalam
bentuk Keputusan Gubermur,
Penyelenggaraan Keputusan Gubemur oleh
dinas teknis tetap harus mengacu kepada
peraturan perundangan yang berlaku.

Pengelolaan keuangan yang dilimpahkan dan
pemerintah, harus dipisahkan dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, sesual
peraturan puundangan yang  berlaku
pelaksanaan kegiatan dan
laporan keuangan, harus diserahkan kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah c.q Biro
Delconsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah
{ desa perlu dikendalikan oleh penyelenggara
kegiatan Dalam hal ini Gubemnur melalui
Sekretaris Daerah melaksanakan
pengendalian tugas-tugas pembantuan yang
dilimpahkan pemernntah dan dilaksanakan
oleh perangkat dasrah Guna terselenggaranya
pengendalian yang efektif, Gubernur dapat
membentuk Tim yang ditetapkan melalm
Keputusan Gubernur. Hasil pengendalian ini

harus dilaporkan secara berjkala kepada
Gubermur.

Perangkat daerah vang mendapat tugas
pembantuan, wajlb menyampaikan laporan
pertanggungjawaban  kepada  Gubernur
melalni  Sekretaris  Daerah cq.  Biro
Dekonsantrasi dan Tugas Pembantuan
Pertanggungjawaban ini meliputi substansi
wgas pembantuan  disertai  dengan
pembiayaan, SArAnE-Prasarand, seria
sumberdaya manusianya. Sekretaris Daerah
c.q Biro Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan setelah berkoordinasi dengan
Perangkat Daerah menyusun bahan laporan
pertanggungjawaban Gubermur atas
pelaksanaan kewenangan Pemerintah yang
ditugas bantukan sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.

Guna terselenggaranya kegiatan ftugas
pembantuan dan penyalenggaraan
koordinagi, pengendalian dan pelaksanaan
kewenangan pemermtah, anggaran biaaya
yang digunakan dibebankan kepada APBN
atan APBD Propinsi.

Selanjutnya mekanisme pengajuan dan
penyelenggaran  tugas pembantuan  di
lingkup pemerintah propinsi dapat dilihat
dalam gambar-2 berikut :
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Gambar — 2 : Mekanisme pemberian tugas pembantuan berdasarkan lingkup kerja propinsi
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pengelolaan mekanisme Penyelenggaraan
Tugas Pembantuan. Melalui  penataan
kepada pemerintah dapat dijaga sekaligus
uniuk mencerminkan kemampuan
sumberdaya manusia daerah yang, siap dalam
menyelenggarakan otonomi yang luas, nyata,
dan bertanggungjawab.
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